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“Jangan Sepelekan hal-hal biasa, Karena semua orang besar melakukan hal-hal biasa 

dengan penuh kesungguhan ...”  

 

“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk 

memperbaiki kesalahan, Tapi untuk melakukan yang benar  

pada setiap kesempatan ... ”  
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RINGKASAN 

 

 

Penerimaan siswa baru saat ini mengacu pada sistem zonasi, sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, 

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, 

atau Bentuk Lain yang Sederajat. Ketentuan tersebut banyak diperbincangkan 

masyarakat luas. Sistem yang mulai diterapkan sejak Tahun Ajaran 2018/2019 ini 

banyak menuai pro dan kontra karena dinilai membatasi siswa dengan nilai yang tinggi 

untuk mendapatkan sekolah favorit. Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merancang kebijakan ini untuk 

menciptakan pemerataan pendidikan dan meniadakan konsep sekolah favorit. Memasuki 

tahun kedua penerapan sistem zonasi, inilah ketentuan mendasar yang perlu diketahui 

masyarakat tentang sistem penerimaan siswa baru ini. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 

16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk 

Lain yang Sederajat. Penerapan sistem zonasi menyebabkan calon siswa yang 

berdomisili jauh dari lokasi sebuah sekolah kehilangan kesempatan untuk bisa terdaftar 

menjadi salah satu siswa di sekolah tersebut. Hal itu dikarenakan sekolah di bawah 

pemerintah atau berstatus negeri dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

wajib menerima minimal 90 persen siswa baru yang yang berasal dari dekat sekolah. 

Setelah 90 persen kuota siswa baru didapat dari pendaftar yang berdomisili di sekitar 

sekolah. Maka 10 persen sisanya dibuka untuk pendaftar yang berasal dari luar daerah 

zonasi. Namun, masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi jika mengacu pada Pasal 

16 ayat (6) Permendikbud ini. Sebanyak 10 persen siswa dari luar daerah zonasi terbagi 

menjadi dua kriteria, 5 persen untuk mereka yang berprestasi, 5 persen yang lain 

diperuntukkan untuk calon peserta didik yang memiliki alasan khusus. Rumusan 

masalah dalam hal ini :  (1) Bagaimanakah pelaksanaan zonasi dalam penerimaan murid 

baru dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 

tentang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah 

Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat ? dan (2) Apakah kendala dalam pelaksanaan 

sistem zonasi dalam penerimaan murid baru dan upaya mengatasi kendala tersebut?  

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama,  Pelaksanaan 

zonasi dalam penerimaan murid baru dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 

pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat 

didasarkan kepada sistem pendidikan yang berdasarkan Pancasila, UUD Tahun 1945 dan 

otonomi daerah yang bersifat sentralistik. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan 

PPDB dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi 

sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Salah satunya dengan cara 

mengaplikasikan sistem PPDB  berdasarkan zonasi dan daring (online)  di tiap-tiap 

daerah yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. Sistem zonasi 

berangkat dari keberpihakan pemerintah terhadap seluruh elemen masyarakat. Sistem 
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zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang 

berkualitas. Sistem ini diharapkan menghilangkan “kasta” dalam sistem pendidikan di 

Indonesia, di mana setiap elemen masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk 

mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Penulis setuju penerapan sistem zonasi dalam 

PPDB, asal disertai upaya pemerintah untuk memenuhi standar nasional pendidikan di 

setiap sekolah. Selain itu, mengingat kondisi geografis setiap daerah yang berbeda, maka 

penerapan sistem zonasi perlu disesuaikan dengan kondisi setiap daerah dengan tetap 

berpegang pada prinsip mendekatkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah 

Saran yang dapat diberikan, bahwa : Hendaknya negara dapat menyediakan 

pendidikan yang baik dan berkualitas sebagai amanat Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tidak 

hanya tidak semata-matamemfasilitasi tersedianya sarana pendidikan saja. Namun lebih 

dari itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh warganegara 

Indonesia menjadi cerdas yang salah satunya ditandai denganmembuat suatu sistem 

pendidikan yang dapat diakses seluruh warga negaratanpa terkecuali. Akses ini dapat 

terbuka apabila sistem yang dibangundiarahkan untuk seluruh warga negara dengan 

mempertimbangkan bebagai keterbatasan yang dimiliki oleh warga negara. Sistem 

zonasi sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan proses 

pemerataan kualitas pendidikanberjalan dengan baik. Dengan sistem ini diharapkan 

praktik jual beli bangku sekolah dapat dihilangkan. Selain itu, sistem zonasi akan 

memudahkan pemerintah melakukan pemetaan anggaran pendidikan, populasi siswa, 

dan tenaga pendidik. 
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1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Manusia membutuhkan  pendidikan  dalam  kehidupannya. Pendidikan 

merupakan  usaha agar  manusia  dapat  mengembangkan  potensi  dirinya  

melalui  proses  pembelajaran dan/atau  cara  lain  yang  dikenal  dan  diakui  

oleh  masyarakat.   Pasal  31  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar Negara Republik  

Indonesia Tahun  1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyebutkan  

bahwa  setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) 

menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  

sistem  pendidikan  nasional  yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 

akhlak mulia dalam  rangka mencerdaskan kehidupan  bangsa  yang  diatur  

dengan  undang-undang.  Untuk  itu,  seluruh  komponen bangsa  wajib  

mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yang  merupakan  salah  satu  tujuan negara 

Indonesia. 

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia 

membutuhkan pendidikan, sampai kapan pun dan di manapun ia 

berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan 

manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. 

Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk 

menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing serta 

memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik.
1) 

 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa : Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.   Sekolah merupakan sarana untuk memperoleh 

                                       
1 Margono, Pendidikan Pancasila ; Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan, 

Malang, Universitas Negeri Malang, 2004, hlm.36 
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pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan  bahwa : Satuan pendidikan adalah kelompok 

layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, 

nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.   

Pendidikan sendiri merupakan bagian dari Hak Azasi Manusia 

sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM). Selain itu, disebutkan 

dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa : Setiap warga negara mempunyai 

hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.  Perlindungan 

terhadap hak azasi manusia khususnya di bidang pendidikan lebih tegas 

disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Azasi Manusia yang menyebutkan bahwa : Setiap orang berhak atas 

perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, 

mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi 

manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, 

dan sejahttera sesuai dengan hak asasi manusia. Pendidikan  nasional  berfungsi 

mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  

bangsa  yang bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  

bertujuan  untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Penerimaan siswa baru saat ini mengacu pada sistem zonasi, 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 

pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang 

Sederajat. Ketentuan tersebut banyak diperbincangkan masyarakat luas. Sistem 

yang mulai diterapkan sejak Tahun Ajaran 2018/2019 ini banyak menuai pro 

dan kontra karena dinilai membatasi siswa dengan nilai yang tinggi untuk 
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mendapatkan sekolah favorit. Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merancang kebijakan ini untuk 

menciptakan pemerataan pendidikan dan meniadakan konsep sekolah favorit. 

Memasuki tahun kedua penerapan sistem zonasi, inilah ketentuan mendasar 

yang perlu diketahui masyarakat tentang sistem penerimaan siswa baru ini.  

Ketentuan ini berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 

pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang 

Sederajat. Penerapan sistem zonasi menyebabkan calon siswa yang berdomisili 

jauh dari lokasi sebuah sekolah kehilangan kesempatan untuk bisa terdaftar 

menjadi salah satu siswa di sekolah tersebut. Hal itu dikarenakan sekolah di 

bawah pemerintah atau berstatus negeri dalam proses Penerimaan Peserta Didik 

Baru (PPDB) wajib menerima minimal 90 persen siswa baru yang yang berasal 

dari dekat sekolah. Setelah 90 persen kuota siswa baru didapat dari pendaftar 

yang berdomisili di sekitar sekolah. Maka 10 persen sisanya dibuka untuk 

pendaftar yang berasal dari luar daerah zonasi. Namun, masih ada persyaratan 

lain yang harus dipenuhi jika mengacu pada Pasal 16 ayat (6) Permendikbud ini. 

Sebanyak 10 persen siswa dari luar daerah zonasi terbagi menjadi dua kriteria, 5 

persen untuk mereka yang berprestasi, 5 persen yang lain diperuntukkan untuk 

calon peserta didik yang memiliki alasan khusus.
2
 

Jarak zonasi yang diterapkan masing-masing sekolah berbeda tergantung 

pada kesepakatan yang diambil oleh pihak-pihak terkait di masing-masing 

daerah. Keputusan pemerintah daerah atau musyawarah para kepala sekolah 

dapat ditempuh untuk menetapkan jarak zonasi. Kesepakatan itu diambil dengan 

didasarkan pada banyak sedikitnya ketersediaan anak usia sekolah dan kapasitas 

atau daya tampung sekolah di daerah tersebut. Sementara untuk sekolah yang 

berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, penetapan jarak zonasi dan 

persentase zonasi diambil berdasarkan kesepakatan tertulis antarpemerintah 

daerah yang saling berbatasan. Dengan demikian, dalam menentukan radius 

                                       
2 https://edukasi.kompas.com/read/2019/06/1501/ketentuan-sistem-zonasi-penerimaan-

murid-baru-yang-perlu-diketahui?page=all 
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zonasi, pemerintah pusat tidak terlibat secara langsung namun menyerahkannya 

pada masing-masing sekolah untuk dapat menentukan jarak yang dianggap 

paling ideal untuk kondisi sekolahnya. 

Sistem zonasi yang diterapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun lalu kembali menuai banyak polemik 

serta pro-kontra di masyarakat. Masyarakat banyak yang merasakan imbasnya 

secara langsung, terutama yang memiliki putra-putri yang akan mendaftar ke 

sekolah baru. Para orangtua mengeluhkan sulitnya mendapatkan sekolah sesuai 

dengan keinginan, karena adanya pembatasan kuota siswa yang berasal dari 

daerah bukan sekitar sekolah tujuan. Hasilnya, banyak siswa dengan hasil 

akademis yang tinggi gagal menjadi siswa baru di sekolah unggulan, karena 

tersisihkan oleh siswa-siswa yang secara jarak berdekatan dengan letak sekolah. 

Akan tetapi, sistem zonasi PPDB ini berpotensi melanggar undang-undang 

tentang Sistem Pendidikan Nasional.   

Berdasar hal terssebut di atas penulis akan mengkaji dan menuangkan 

masalah adanya zonasi dalam penerimaan siswa baru pasca diberlakukannya 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 

Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, 

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah 

Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat, dalam suatu penelitian 

karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul : “Perlindungan Hukum 

Terhadap Siswa Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Atas Penerapan 

Sistem Zonasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018” 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, 

maka penulis mencoba mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai 

berikut :  

1. Bagaimanakah pelaksanaan zonasi dalam penerimaan murid baru dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 

tentang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, 
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Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 

Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat ?  

2. Apakah kendala dalam pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan murid 

baru dan upaya mengatasi kendala tersebut ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

a. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat 

akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Jember. 

b. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang 

bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat. 

c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang 

berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan 

almamater. 

 

1.3.2  Tujuan Khusus 

 Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi 

ini antara lain : 

a. Memahami dan mengetahui pelaksanaan zonasi dalam penerimaan murid 

baru dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 

Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. 

b. Memahami dan mengetahui kendala dan upaya upaya mengatasi kendala 

dalam pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan murid baru  ? 

 

1.4    Metode Penelitian   

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus 

dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam 

rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. 

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau 

menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga 

penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat 
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digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan–bahan hukum 

yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan 

kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat 

diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha 

mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :  

 

1.4.1   Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan 

dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan 

mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-

undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian 

dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.
3
 

 

1.4.2   Pendekatan Masalah 

 Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan 

yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai 

aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian 

dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 

2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual yang diuraikan sebagai berikut : 

1. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) yaitu suatu metode 

pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip 

hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan 

sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.
4
 Pendekatan ini diperlukan untuk 

menganalisis permasalahan pada rumusan masalah kedua terkait konsep 

pengaturan pembatalan peraturan daerah yang sesuai dengan asas otonomi 

daerah. 

                                       
3  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 

2016, hlm.194 
4   Ibid, hlm.138 
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2. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) Pendekatan ini 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah 

tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
5
 

 

1.4.3 Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan 

untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi 

mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

yaitu : 

 

1.4.3.1  Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas. Bahan–bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan–putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan 

hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan 

dalam penulisan tesis ini adalah :  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia ; 

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan  

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 

Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-

Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah 

Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. 

                                       
5   Ibid, hlm.93 
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1.4.3.2  Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum 

yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan 

hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.
6
 Adapun yang 

termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, 

laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para 

ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan 

dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang 

memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain 

yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-

deklarasi, dan situs-situs internet.. 

 

1.4.3.3   Bahan Non Hukum  

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber 

bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non 

hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan 

topik penulisan skripsi.
7
 

 

1.4.4  Analisis Bahan Hukum 

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah 

terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu 

metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum 

diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan 

komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain 

dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,  

ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan 

kajian sebagai bahan komparatif.  

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu 

penelitian hukum, yaitu : 

                                       
6 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165 

7   Peter Mahmud Marzuki, Opcit, hlm. 164 
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a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ; 

b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang 

mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ; 

c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan 

bahan-bahan yang telah dikumpulkan 

d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab 

isu hukum 

e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah 

dibangun di dalam kesimpulan.
8
 

 

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu 

yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat 

preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan 

hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai 

ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu 

dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut 

dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang 

untuk kajian akademis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
8  Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm.171 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1   Perlindungan Hukum  

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum  

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal 

melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. 

Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi 

perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat 

dan karenanya masyarakat harus menaatinya.
9
 Dengan adanya hukum 

diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu 

kesatuan dalam negara. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa :  

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting 

dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan 

dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi 

untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, 

sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan 

tatanan masyarakat yang tertib dan damai.  Perlindungan hukum 

dapat diartikan sebagai terpenuhinya hak-hak dan kewajiban 

seseorang baik itu individu maupun kelompok. 
10 

 

Pengertian perlindungan hukum dapat diambil dari Kamus Besar Bahasa 

Indonesia yaitu kata perlindungan yang memiliki arti : (a) Tempat berlindung ; 

dan (b) hal (perbuatan, dan sebagainya) memperlindungi. Perlidungan yang kata 

dasarnya adalah lindung dalam KBBI diartikan sebagai berikut :  

Menempatkan dirinya di bawah (dibalik, dibelakang) sesuatu supaya 

tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan sebagainya; 

1. Bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindungi; 

2. Minta pertolongan kepada yang kuasa supaya selamat atau 

terhindar dari bencana.
11

 

 

                                       
9 Siti Hidayatul Hidayah, Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia, 

Surabaya, Pukad Hali, 2004, hlm.6  
10 Wirjono Prodjodikoro, Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Refika 

Adhitama, 2003, hlm.23 
11 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa, 1995, hlm. 595 

 

10 
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Secara sederhana, kata perlindungan memiliki tiga (3) unsur, yaitu : 

subyek yang melindungi ; obyek yang akan terlindungi karenanya ; dan alat, 

instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan 

tersebut. Dengan meletakkan manusia sebagai subyek hukum yang lahir dari 

proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam perbuatan hukum secara substansial 

meliputi perbuatan hukum pidana maupun perbuatan hukum perdata, sehingga 

menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Kamus Hukum :  

Perlindungan hukum memiliki arti memberikan perlindungan 

kepada manusia sebagai subjek hukum agar terlindungi dengan 

perangkat-perangkat hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum 

merupakan upaya memberikan perlindungan secara hukum agar 

hak-hak maupun kewajiban manusia dapat dilaksanakan 

pemenuhannya. Hukum merupakan salah satu instrumen yang dapat 

dipakai untuk tercapainya tujuan perlindungan tersebut.
12 

 

Perlindungan hukum timbul dari adanya peristiwa hukum sebagai 

peristiwa yang oleh kaidah hukum diberikan akibat hukum yaitu berupa 

timbulnya atau hapusnya hak dan/atau kewajiban tertentu bagi subjek hukum 

tertentu yang terkait pada peristiwa tersebut. Ridwan H.R menyatakan : 

Subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

(de dragger van de rechten en plichten), baik itu manusia (naturlijke 

person), badan hukum (recht person) maupun jabatan (ambt), dapat 

melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan 

(bekwaam) atau kewenangan (bevoeigheid) yang dimilikinya. Dalam 

pergaulan di tengah masyarakat banyak terjadi hubungan hukum 

yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari 

subjek hukum itu.
13 

 

Tindakan hukum ini merupakan awal dari terjadinya hubungan hukum 

(rechtsbetrekking), yaitu interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi 

hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antar 

subjek itu berjalan baik, harmonis dan adil dalam arti setiap subjek hukum 

mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang 

dibebankan kepadanya, hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur 

hubungan hukum tersebut. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau 

                                       
12  Binoto Nadapdap, Kamus Hukum Indonesia, Jala, Jakarta, 2007, hlm.270 
13 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, edisi. kesatu, RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, 2006, hlm.279 
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instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek agar masing-masing 

subjek hukum dapat menjalankan haknya secara wajar. Fungsi hukum adalah 

sebagai pengatur dan instrumen perlindungan yang diarahkan pada satu tujuan, 

yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara 

harmonis, seimbang, damai dan adil. 

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief 

adalah : Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada 

individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula 

terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada 

masyarakat sebagai konsekwensi logis dari teori kontrak sosial (social contract 

argument) dan teori solidaritas sosial (social solidarity argument).
14

 

 

2.1.2  Tujuan Perlindungan Hukum  

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk 

mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa 

berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. 

Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan 

melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.
 

Pada dasarnya setiap warga 

negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak untuk 

mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus 

sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, 

sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum 

sebagai himpunan moralita ssosial dan sebagai sarana untuk mencapai cita-cita 

sosial. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital 

dalam kehidupan sosial. 

Roscue Pounds menyebutkan bahwa : 

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu 

adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam 

masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata 

sedemikian rupa agar dapat tercapai keseimbangan yang 

                                       
14   Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan,  Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 54 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


13 

 

proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan 

keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. 
15 

 

Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan 

agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa 

hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. 

Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan 

dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini. Hukum tidaklah 

sepenuhnya menuntun tindakan manusia, melainkan lebih bersifat menjaga agar 

manusia-manusia tetap berada dalam batas-batas tertentu.   

 

2.1.3  Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum  

Menurut perspektif hukum Indonesia, dalam merumuskan perlindungan 

hukum bagi rakyat, landasan pijak yang dipergunakan adalah Pancasila sebagai 

dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi 

rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan 

hak-hak azasi manusia, konsep rechstaat dan rule of law. Adapun prinsip-

prinsip utama perlindungan hukum, sebagaimana disebutkan oleh T. Hani 

Handoko antara lain meliputi : 

a) Adanya jaminan terhadap hak azasi manusia 

b) Adanya pembagian kekuasaan 

c) Pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum 

d) Adanya peradilan administrasi.
16

 

Adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dalam negara 

hukum Indonesia secara instrinsik melekat pada Pancasila dan bersumber pada 

Pancasila. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa : Negara 

Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara hukum, rechsstaat, the rule of 

law, dan istilah yang tertera dalam penjelasan UUD NRI 1945, bahwa : Negara 

berdasarkan atas hukum (rechsstaat) sering dipergunakan dalam kepustakaan 

Indonesia. Usaha untuk menunjukkan kekhasan Indonesia dilakukan dengan 

                                       
15    Roscue Pounds dalam Bernard L. Tanya, Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia 

Lintas Ruang dan Generasi, Surabaya, CV.Kita, 2006, hlm.36 

16 T. Hani Handoko, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, ctk. 

kesatu, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm.104 
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menambahkan atribut Pancasila di depan negara hukum sehingga menjadi 

negara hukum Pancasila. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila 

sebagai the rule of law bukan semata-mata sebagai peraturan yang diberlakukan 

bagi masyarakat Indonesia. Hal yang demikian berarti menempatkan sistem 

dalam idealisme tertentu yang bersifat final, dinamis, dan selalu mencari tujuan-

tujuan ideal berlandaskan ideologi Pancasila.  

Paham negara hukum Indonesia berangkat dari prinsip dasar bahwa ciri 

khas suatu negara hukum adalah bahwa negara memberikan perlindungan 

kepada warganya dengan cara berbeda. Negara hukum adalah suatu pengertian 

yang berkembang, yang terwujud dari reaksi masa lampau. Oleh karena itu, 

unsur negara hukum berakar pada sejarah dan perkembangan suatu bangsa. 

Setiap bangsa atau negara memiliki sejarah yang berbeda, oleh karena itu 

pengertian dan isi negara hukum dari berbagai negara berbeda pula. 

Menurut Harjono, Para pengkaji hukum belum secara komprehensif 

mengembangkan konsep “perlindungan hukum” dari perspektif keilmuan 

hukum. Banyak tulisan-tulisan yang dimaksudkan sebagai karya ilmiah ilmu 

hukum yang mempunyai tema pokok bahasan tentang “perlindungan hukum”. 

Namun tidak secara spesifik mendasarkan pada konsep-konsep dasar keilmuan 

hukum secara cukup dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum. 

Bahkan dalam banyak bahan pustaka, makna dan batasan-batasan mengenai 

“perlindungan hukum” sulit ditemukan, hal ini mungkin didasari pemikiran 

bahwa orang telah dianggap tahu secara umum apa yang dimaksud dengan 

perlindungan hukum sehingga tidak diperlukan lagi sebuah konsep tentang apa 

yang dimaksud perlindungan hukum.
17  

Konsekwensi dari tidak adanya konsep 

tersebut akhirnya menimbulkan keragaman dalam pemberian maknanya, 

padahal  perlindungan hukum selalu menjadi tema pokok dalam setiap kajian 

hukum. 

Perlindungan hukum pada  zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai 

dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai 

perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan 

                                       
17  Harjono,  Konstitusi Sebagai Rumah  Bangsa, Penerbit Sekretariat Jenderal dan  

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008. hlm.373 
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mengaiteratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri. Berbicara mengenai 

perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur 

suatu negara hukum.
18

 Menurut Subekti “hukum tidak hanya mencari 

keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, 

akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut 

dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu 

bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu 

harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat 

itu.
19 

 Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan 

agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa 

hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. 

Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan 

dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini.  
 

 

2.2  Hak Memperoleh Pendidikan dalam Konstitusi  

2.2.1   Pengertian Pendidikan dan Sekolah  

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia 

membutuhkan pendidikan, sampai kapan pun dan di manapun ia berada. 

Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit 

berkembang dan bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus 

betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu 

bersaing serta memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik.  Dalam 

ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan 

bahwa : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.Sekolah merupakan 

sarana untuk memperoleh pendidikan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa : Satuan pendidikan adalah 

                                       
18 Subekti, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Rajawali Press, 2001. hlm 45 
19 Ibid. hlm 45 
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kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur 

formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

Profesor Toshiko Kinosita, Guru Besar Universitas Waseda Jepang, 

mengemukakan bahwa : 

Sumber daya manusia Indonesia masihlah sangat lemah untuk 

mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebab 

dasarnya karena pemerintah Indonesia selama ini tidak pernah 

menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. 

Menurutnya, tidak ditempatkannya pendidikan sebagai prioritas 

terpenting dikarenakan masyarakat Indonesia, mulai dari yang 

awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi 

mengejar materi untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah 

berfikir panjang dan jauh ke depan.
20

 

 

Nilai penting pendidikan adalah suatu investasi sumber daya manusia 

yang dengan sendirinya akan memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. 

Itulah sebabnya investasi pendidikan yang diperlukan bagi bangsa Indonesia 

sebenarnya harus terlebih dahulu mengarah pada pendidikan dasar dan bukan 

pendidikan yang super canggih. Berpedoman pada apa yang telah dicanangkan 

oleh UNESCO, proses pendidikan pada pendidikan dasar setidaknya harus 

bertumpu pada 4 (empat) pilar, yaitu learning to know (belajar untuk 

mengetahui), learning to do (belajar untuk melakukan sesuatu), learning to be 

(belajar untuk menjadi seseorang), dan learning to live together (belajar untuk 

menjalani kehidupan bersama).  

 

2.2.2  Dasar Hukum Pendidikan 

Pendidikan sendiri merupakan bagian dari Hak Azasi Manusia 

sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM). Selain itu, disebutkan 

dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas bahwa : Setiap warga negara mempunyai hak yang sama 

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Perlindungan terhadap hak azasi 

manusia khususnya di bidang pendidikan lebih tegas disebutkan dalam 

                                       
20  Toshiko Kinosita dalam Pan Mohammad Faiz, Quo Vadis Pendidikan Indonesia, 

Internet : www.jurnalhukum-panmohammadfaiz.com 
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ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi 

Manusia yang menyebutkan bahwa : Setiap orang berhak atas perlindungan bagi 

pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan 

dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang 

beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahttera 

sesuai dengan hak asasi manusia 

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang melekat pada 

diri setiap warga dari suatu negara. Hanya saja, karena masalah hak sipil dan 

politik sangat menonjol pada masa Orde Baru, maka sampai tumbangnya rezim 

Orde Baru orang mengenal isu hak-hak asasi itu sebatas pada masalah hak sipil 

dan politik (Sipol) saja, sedangkan hak akan pendidikan, lapangan kerja, dan 

budaya yang terangkum dalam hak Ecosob (Ekonomi, Sosial, dan Budaya) tidak 

dianggap sebagai masalah hak asasi manusia. Tapi pasca reformasi, ketika 

persoalan hak sipil dan politik sudah berkurang, maka perhatian orang mulai 

melihat masalah pendidikan sebagai bagian dari persoalan HAM yang harus 

diselesaikan. 

Rumusan pendidikan sebagai bagian dari HAM itu terlihat jelas pada 

Pasal 26 Deklarasi HAM yang menyatakan : Setiap orang berhak atas 

pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar dan 

tingkat rendah. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Pendidikan teknik dan 

profesi harus tersedia secara umum dan pendidikan yang lebih tinggi harus 

sama-sama dapat dimasuki semua orang berdasarkan kemampuan. Isi ketentuan 

Pasal 26 Konvensi HAM tersebut sejalan dengan tujuan penyelenggaraan 

negara, yaitu salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

(Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV). Tujuan tersebut secara rinci 

dirumuskan dalam Pasal 31 UUD NRI 1945, yang menyatakan : 

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan ; 

2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 

wajib membiayainya ; 

3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 
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akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur 

dengan undang-undang ; 

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% 

dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 

penyelenggaraan pendidikan nasional ; 

5. Pendidikan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

menjunjung tinnggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.  

Pasal 31 UUD NRI 1945 tersebut kemudian diperjelas lagi dalam 

ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, yang menyatakan : 

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu ; 

2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus ;  

3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat 

yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus ;  

4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa 

berhak memperoleh pendidikan khusus ; 

5. Setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatan 

pendidikan sepanjang hayat.  

Sedangkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

menyatakan bahwa : Setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan 

lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Beberapa referensi yang 

dikutip di atas memperlihatkan secara jelas tentang posisi pendidikan sebagai 

hak setiap warga yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah sebagai representasi 

Negara. Terkait dengan hak pendidikan terhadap anak sebagaimana disebutkan 

dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, Pasal 48 menyebutkan bahwa, pemerintah wajib untuk menyelenggarakan 

pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Selanjutnya 
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dalam Pasal 49 disebutkan lebih lanjut bahwa : negara, pemerintah, keluarga dan 

orang tua wajib untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada 

anak untuk memperoleh pendidikan.  

 

2.3    Penerimaan Siswa Didik Baru dan Sistem Zonasi  

2.3.1    Pengertian Penerimaan Siswa Didik Baru (PPDB) 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 disebutkan bahwa Penerimaan Peserta 

Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik 

baru pada TK dan Sekolah. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)  

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 

dikemukakan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan untuk menjamin 

penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, 

non-diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses 

layanan pendidikan. Non-diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari 

kelompok gender atau agama tertentu. 

Lebih lanjut ketentuan mengenai tata cara yang meliputi waktu dan 

mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 

dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 

2018. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan 

Penerimaan Peserta Didik Baru dimulai pada bulan Mei setiap tahun. Proses 

pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat 

dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik 

baru pada Sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta 

didik setelah proses daftar ulang.  Sekolah yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan 

informasi Penerimaan Peserta Didik Baru paling sedikit terkait :  

a) Persyaratan;  

b) Proses seleksi;  

c) Daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai rombongan belajar;  
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d) Biaya pungutan khusus untuk SMA/SMK/bentuk lain yang sederajat 

bagi daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; 

dan  

e) Hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman 

Sekolah maupun media lainnya. 

Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan menggunakan 

mekanisme :  

a) Dalam jaringan (daring); atau  

b) Luar jaringan (luring).  

Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah hanya 

dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru diutamakan menggunakan 

mekanisme dalam jaringan (daring). Dalam hal Penerimaan Peserta Didik Baru 

tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), maka 

Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan 

(luring).  

 

2.3.2 Pengertian Zonasi dalam Penerimaan Siswa Didik Baru  

Meski sudah diluncurkan sejak 2017, sistem Penerimaan Peserta Didik 

Baru (PPDB) berbasis zonasi-penerimaan siswa baru di sekolah negeri 

berdasarkan jarak terdekat dari rumah ke sekolah-masih menuai polemik. 

Kebijakan sistem penerimaan siswa baru berbasis zonasi menuai protes, 

terutama dari orang tua dan siswa dari kelas menengah ke atas yang sebelumnya 

diuntungkan oleh sistem penerimaan berdasarkan prestasi. Orang tua merasa 

bahwa sistem zonasi ini justru menyulitkan mereka dalam mendaftarkan 

anaknya ke sekolah.
21

 Ketentuan mengenai zonasi dalam Penerimaan Siswa 

Didik Baru diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa :  

1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima 

calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah 

                                       
21 http://theconversation.com/dampak-sistem-zonasi-penerimaan-peserta-didik-baru-di-

sekolah-negeri-bagi-para-guru-dan-siswa-119294, diaksaes tanggal 4 Oktobr 2019  
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paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah 

keseluruhan peserta didik yang diterima.  

2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 

(enam) bulan sebelum pelaksanaan Penerimaan Siswa Didik Baru.  

3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan :  

a) Ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan  

b) Jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada 

masing-masing sekolah.  

4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.  

5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, 

ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis 

antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.  

6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima 

calon peserta didik melalui :  

a) Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah 

paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta 

didik yang diterima; dan  

b) Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari 

sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang 

tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% 

(lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima  

Sistem Penerimaan Siswa Didik Baru zonasi ini bertujuan meningkatkan 

akses layanan pendidikan di sekolah negeri, tanpa memandang kelas ekonomi 

orang tua siswa. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy 

mengatakan bahwa : 
22

 Penerimaan Siswa Didik Baru zonasi juga bertujuan 

untuk menghapus predikat sekolah favorit. Kementerian Pendidikan 

                                       
22 http://theconversation.com/dampak-sistem-zonasi-penerimaan-peserta-didik-baru-di-
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beranggapan bahwa sistem Penerimaan Siswa Didik Baru sebelumnya, yang 

menggunakan nilai ujian sebagai basis seleksi penerimaan, cenderung menerima 

siswa dengan capaian akademik yang relatif tinggi yang umumnya berasal dari 

keluarga mampu. Konsekuensinya, siswa dengan kemampuan rendah, 

khususnya yang berasal dari keluarga tidak mampu, terpaksa bersekolah di 

sekolah swasta atau bahkan berisiko putus sekolah. Dengan kata lain, sekolah 

negeri yang kualitasnya relatif baik dan dibiayai penuh oleh pemerintah justru 

sebagian besar dinikmati oleh penduduk mampu. Sedangkan, sebagian besar 

peserta didik dari keluarga tidak mampu bersekolah di sekolah swasta berbayar 

dengan kualitas yang relatif rendah. Pemerintah ingin mengakhiri ketidakadilan 

akses tersebut. 
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BAB IV 

PENUTUP  

 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dalam kaitannya 

dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan zonasi dalam penerimaan murid baru dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang tentang 

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, 

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah 

Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat didasarkan kepada sistem 

pendidikan yang berdasarkan Pancasila, UUD Tahun 1945 dan otonomi 

daerah yang bersifat sentralistik. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan 

PPDB dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa 

diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. 

Salah satunya dengan cara mengaplikasikan sistem PPDB  berdasarkan 

zonasi dan daring (online)  di tiap-tiap daerah yang dilaksanakan oleh 

seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. 

2. Menurut penulis, system zonasi berangkat dari keberpihakan pemerintah 

terhadap seluruh elemen masyarakat. Sistem zonasi merupakan salah satu 

strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Sistem ini 

diharapkan menghilangkan “kasta” dalam sistem pendidikan di Indonesia, di 

mana setiap elemen masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk 

mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Penulis setuju penerapan sistem 

zonasi dalam PPDB, asal disertai upaya pemerintah untuk memenuhi standar 

nasional pendidikan di setiap sekolah. Selain itu, mengingat kondisi 

geografis setiap daerah yang berbeda, maka penerapan sistem zonasi perlu 

disesuaikan dengan kondisi setiap daerah dengan tetap berpegang pada 

prinsip mendekatkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah 
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4.2 Saran-Saran 

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan 

kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran :  

1. Hendaknya negara dapat menyediakan pendidikan yang baik dan berkualitas 

sebagai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tidak hanya tidak 

semata-matamemfasilitasi tersedianya sarana pendidikan saja. Namun lebih 

dari itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh 

warganegara Indonesia menjadi cerdas yang salah satunya ditandai 

denganmembuat suatu sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga 

negaratanpa terkecuali. Akses ini dapat terbuka apabila sistem yang 

dibangundiarahkan untuk seluruh warga negara dengan mempertimbangkan 

bebagai keterbatasan yang dimiliki oleh warga negara. 

2. Sistem zonasi sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

memastikan proses pemerataan kualitas pendidikanberjalan dengan baik. 

Dengan sistem ini diharapkan praktik jual beli bangku sekolah dapat 

dihilangkan. Selain itu, sistem zonasi akan memudahkan pemerintah 

melakukan pemetaan anggaran pendidikan, populasi siswa, dan tenaga 

pendidik. 
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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 2018  

TENTANG 

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 

PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,  

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS,  

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, ATAU  

BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik 

Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah 

Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan 

layanan pendidikan sehingga perlu diganti; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan 

Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah 

Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain 

yang Sederajat; 
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Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5157); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 

Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar 

dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 955); 

 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN 

KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH 

PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH 

MENENGAH KEJURUAN, ATAU BENTUK LAIN YANG 

SEDERAJAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, 

adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia 

dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain 

pendidikan formal yang sederajat.  

2. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang 

sederajat. 

3. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya 

disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru 

pada TK dan Sekolah. 

4. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat 

SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian 

nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi 

lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan 

dalam kategori. 
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5. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang 

terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan 

pendidikan. 

6. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

7. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan di 

bidang Pendidikan. 

 

BAB II 

TUJUAN 

 

Pasal 2 

(1) PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta 

didik baru berjalan secara objektif, transparan, 

akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam 

rangka mendorong peningkatan akses layanan 

pendidikan. 

(2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani 

peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. 

 

BAB III 

TATA CARA PPDB 

 

Bagian Kesatu 

Waktu dan Mekanisme PPDB 

 

Pasal 3 

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap 

tahun. 

(2) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka 

penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang 

bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta 

didik setelah proses daftar ulang. 
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(3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan 

dan informasi PPDB paling sedikit terkait: 

a. persyaratan; 

b. proses seleksi; 

c. daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai 

rombongan belajar; 

d. biaya pungutan khusus untuk SMA/SMK/bentuk 

lain yang sederajat bagi daerah yang belum 

menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan 

e. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan 

pengumuman Sekolah maupun media lainnya. 

 

Pasal 4 

(1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme: 

a. dalam jaringan (daring); atau 

b. luar jaringan (luring). 

(2) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah hanya dapat 

menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan 

mekanisme dalam jaringan (daring).  

(4) Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui 

mekanisme dalam jaringan (daring), maka PPDB 

dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring). 

 

Bagian Kedua 

Persyaratan 

 

Pasal 5 

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk 

lain yang sederajat adalah:  

a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun 

untuk kelompok A; dan 

b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun 

untuk kelompok B. 
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Pasal 6 

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD 

atau bentuk lain yang sederajat, berusia: 

a. 7 (tujuh) tahun; atau 

b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 

tahun berjalan. 

(2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 

(tujuh) tahun. 

(3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling 

rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 

tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta 

didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa 

dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan 

rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. 

(4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat 

dilakukan oleh dewan guru Sekolah. 

(5) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai 

dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan 

rombongan belajar dalam Peraturan Menteri. 

 

Pasal 7 

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau 

bentuk lain yang sederajat: 

a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan 

b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD 

atau bentuk lain yang sederajat. 

 

Pasal 8 

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) 

SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat:  

a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun; 

b. memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang 

sederajat; dan 

c. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang 

sederajat. 
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(2) SMK bidang keahlian/program keahlian/kompetensi 

keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan 

persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik 

baru kelas 10 (sepuluh). 

(3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari 

Sekolah di luar negeri. 

 

Pasal 9 

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,  Pasal 6, 

Pasal 7, dan Pasal 8 dibuktikan dengan akta kelahiran atau 

surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang 

berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan 

domisili calon peserta didik. 

 

Pasal 10 

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara 

Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) atau 

kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri 

selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 dan Pasal 8, wajib mendapatkan surat keterangan dari 

Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar 

dan menengah. 

 

Pasal 11 

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 

tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan 

khusus yang akan bersekolah di Sekolah yang 

menyelenggarakan program pendidikan inklusif. 
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Bagian Ketiga 

Seleksi 

 

Pasal 12 

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau 

bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria 

dengan urutan prioritas sebagai berikut: 

a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); 

dan 

b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan 

zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 

sesuai kewenangannya. 

(2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik 

didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik 

yang paling dekat dengan satuan pendidikan. 

(3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta 

didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang 

mendaftar lebih awal diprioritaskan. 

(4) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD 

atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan 

berhitung. 

 

Pasal 13 

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau 

bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria 

dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung 

berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: 

a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan 

zonasi;  

b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan 

c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang 

diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah 

masing-masing. 
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Pasal 14 

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA  

atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan 

kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya 

tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar 

sebagai berikut: 

a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan 

ketentuan zonasi;  

b. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan 

c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang 

diakui Sekolah. 

(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK 

atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan 

kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya 

tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar 

sebagai berikut: 

a. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan 

b. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang 

diakui Sekolah. 

(3) Khusus calon peserta didik pada SMK atau bentuk lain 

yang sederajat, selain mengikuti seleksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Sekolah dapat melakukan 

seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang 

keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang 

dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan 

Sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi. 

 

Pasal 15 

(1) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah 

calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib 

melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut 

kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.  

(2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib 

menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain sesuai dengan 

zonasi yang telah ditetapkan. 
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Bagian Keempat 

Sistem Zonasi 

 

Pasal 16 

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada 

radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 

90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah 

keseluruhan peserta didik yang diterima. 

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang 

diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum 

pelaksanaan PPDB. 

(3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan 

kondisi di daerah tersebut berdasarkan: 

a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; 

dan 

b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan 

belajar pada masing-masing Sekolah. 

(4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan 

musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah. 

(5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan 

provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan 

radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis 

antarpemerintah daerah yang saling berbatasan. 

(6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

dapat menerima calon peserta didik melalui: 

a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona 

terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima 

persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik 

yang diterima; dan 

b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar 

zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus 

meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta 
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didik atau terjadi bencana alam/sosial,  paling 

banyak 5% (lima persen) dari total jumlah 

keseluruhan peserta didik yang diterima. 

 

Bagian Kelima 

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang 

 

Pasal 17 

(1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru 

yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai 

peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan. 

(2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk 

memastikan status peserta didik lama pada TK dan 

Sekolah yang bersangkutan.  

 

Bagian Keenam 

Biaya 

 

Pasal 18 

(1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang 

menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

dibebankan pada dana BOS. 

(2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat (2) tidak dipungut biaya. 

 

Pasal 19 

(1) SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib 

menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi 

peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi 

tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah 

daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) 

dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. 

(2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi 

tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu  
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(SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh 

Pemerintah atau pemerintah daerah. 

(3) Dalam hal peserta didik memperoleh SKTM dengan cara 

yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan 

dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah. 

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 

berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan 

komite Sekolah dan dinas pendidikan provinsi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB IV 

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK 

 

Pasal 20 

(1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu 

daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 

satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan 

atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala 

Sekolah yang dituju. 

(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang 

bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok 

Pendidikan (Dapodik). 

(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan 

persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur dalam 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 21 

(1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD 

atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah 

memenuhi: 

a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;  

b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang 

menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; 

dan 
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c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang 

diselenggarakan Sekolah yang dituju. 

(2) Peserta didik setara SMP, SMA atau SMK di negara lain 

dapat diterima di SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang 

sederajat di Indonesia setelah: 

a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain 

yang membuktikan bahwa peserta didik yang 

bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan pada 

jenjang sebelumnya;  

b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;  

c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang 

menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; 

dan 

d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang 

diselenggarakan Sekolah yang dituju. 

 

Pasal 22 

(1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan 

nonformal atau informal dapat diterima di SD atau 

bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) 

setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang 

diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat 

yang bersangkutan. 

(2) Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat 

diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak 

pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan: 

a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan 

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang 

diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang 

sederajat yang bersangkutan; 

(3) Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat 

diterima di SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat 

tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah: 

a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan 

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang 

diselenggarakan oleh SMA/SMK atau bentuk lain 

yang sederajat yang bersangkutan. 
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(4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari 

satuan pendidikan nonformal atau informal ke SD, SMP, 

atau SMA/SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ayat (2), dan ayat (3), maka Sekolah yang bersangkutan 

wajib memperbaharui Dapodik. 

 

BAB V 

PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 23 

(1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan 

perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun 

pelajaran kepada pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya. 

(2) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota wajib 

memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan 

masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.   

(3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan 

pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman 

http://ult.kemdikbud.go.id. 

 

Pasal 24 

(1) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota 

mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB. 

(2) Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun. 

 

BAB VI 

LARANGAN 

 

Pasal 25 

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan 

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang 

menerima BOS dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, 

dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang 
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terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan 

peserta didik.  

 

BAB VII 

SANKSI 

 

Pasal 26 

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini diberikan 

sanksi dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Gubernur/bupati/wali kota memberikan sanksi 

kepada pejabat dinas pendidikan 

provinsi/kabupaten/kota berupa: 

1. teguran tertulis; 

2. penundaan atau pengurangan hak; 

3. pembebasan tugas; dan/atau 

4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan; 

b. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota 

memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, 

dan/atau tenaga kependidikan berupa: 

1. teguran tertulis; 

2. penundaan atau pengurangan hak; 

3. pembebasan tugas; dan/atau 

4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan. 

(2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite Sekolah atau 

pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan 

Menteri ini. 

(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2), selain sanksi administratif juga dapat 

diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 27 

(1) Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah negara 

kesatuan Republik Indonesia dapat menerima warga 

negara asing menjadi peserta didik. 

(2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta 

didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib: 

a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi 

Sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia; 

b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri ini; dan 

c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing 

di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 28 

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan 

pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar 

dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) semester.   

 

Pasal 29 

(1) Sekolah yang: 

a. menyelenggarakan pendidikan khusus; 

b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan 

c. berada di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar 

(3T), 

dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan 

PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat 

(1) huruf a, Pasal 7 huruf a, dan Pasal 8 ayat (1) huruf a. 

(2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi anak yang berasal 

dari keluarga ekonomi tidak mampu. 
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(3) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

dikecualikan untuk: 

a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; 

b. Satuan Pendidikan Kerja Sama;  

c. Sekolah Indonesia di Luar Negeri;  

d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan 

khusus;  

e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan 

khusus;  

f. Sekolah berasrama;  

g. Sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar 

(3T); dan 

h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia 

Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah 

peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar. 

(4) Pengecualian ketentuan zonasi bagi Sekolah di daerah 

yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat 

memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) 

rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai 

dengan kewenangannya. 

 

Pasal 30 

(1) Pemerintah daerah wajib membuat kebijakan daerah 

sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri ini dengan 

berasaskan objektifitas, transparansi, akuntabilitas, 

nondiskriminatif, dan berkeadilan. 

(2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani 

peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. 

 

Pasal 31 

(1) Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua 

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

dalam proses PPDB telah menerima peserta didik sesuai 

dengan zonasi yang telah ditetapkan. 
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(2) Dinas Pendidikan dan Sekolah yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah tidak dapat menetapkan persyaratan 

lainnya dalam proses PPDB yang bertentangan dengan 

Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 32 

Penerapan ketentuan tentang zonasi dan pelaksanaan PPDB 

secara daring dilakukan secara bertahap sesuai dengan 

kesiapan masing-masing daerah. 

 

Pasal 33 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-

Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk 

Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 660), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 34 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
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